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ABSTRAK

Pertumbuhan aset kripto sebagai instrumen digital menghadirkan peluang
sekaligus tantangan bagi sistem perpajakan Indonesia. Jumlah investor kripto yang
telah melampaui 22 juta orang pada akhir 2024 menunjukkan potensi besar
perluasan basis pajak, namun kontribusinya terhadap penerimaan negara masih
terbatas. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan perpajakan yang adil,
adaptif, serta konsisten dengan agenda reformasi pajak nasional.Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis perbandingan kebijakan perpajakan aset kripto di
enam negara anggota OECD, yaitu Jepang, Korea Selatan, Australia, Jerman,
Kanada, dan Amerika Serikat, serta mengevaluasi implikasinya bagi Indonesia.
Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-
komparatif, diperkuat oleh wawancara dengan praktisi perpajakan. Validitas data
dijamin melalui triangulasi metode dan sumber. Analisis menggunakan kerangka
The Four Maxims Adam Smith untuk menilai keadilan, kepastian hukum,
kenyamanan, dan efisiensi. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga model utama:
pendekatan regulatif ketat (Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat), pendekatan
insentif investasi (Australia, Jerman), dan pendekatan hybrid-adaptif (Kanada).
Dari ketiganya, model Kanada dinilai paling relevan bagi Indonesia karena
membedakan perlakuan antara transaksi pasif sebagai capital gains dan aktivitas
intensif sebagai business income, sehingga lebih fleksibel dan selaras dengan
prinsip keadilan pajak. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah
memperjelas klasifikasi objek pajak, membedakan perlakuan berdasarkan intensitas
aktivitas, dan memperkuat sistem pelaporan digital terintegrasi. Dengan demikian,
pemajakan kripto di Indonesia dapat berfungsi tidak hanya sebagai sumber
penerimaan baru, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan sistem
perpajakan yang berkeadilan dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Kata Kunci: Pajak Aset Kripto, Perbandingan Kebijakan, Reformasi
Perpajakan, The Four Maxims, Kanada



COMPARATIVE ANALYSIS OF CRYPTOCURRENCY TAXATION IN
VARIOUS COUNTRIES AND ITS IMPLICATIONS FOR INDONESIA

I Putu Gede Sumedana
2115654028
(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The rapid growth of crypto assets as digital instruments presents both
opportunities and challenges for Indonesia’s taxation system. With more than 22
million crypto investors recorded by the end of 2024, the sector demonstrates
significant potential for tax base expansion, yet its contribution to state revenue
remains limited. This highlights the need for a fair, adaptive taxation framework
consistent with Indonesia’s broader tax reform agenda. This study aims to analyze
the comparative taxation policies of six OECD member countries, namely Japan,
South Korea, Australia, Germany, Canada, and the United States and evaluate their
implications for Indonesia. The research employs a literature study with a
descriptive-comparative approach, complemented by interviews with tax
practitioners. Data validity is ensured through methodological and source
triangulation. Adam Smith'’s Four Maxims framework is applied to assess equity,
certainty, convenience, and efficiency in the design of crypto taxation systems. The
findings reveal three dominant models: strict regulatory approaches (Japan, South
Korea, United States), investment incentive approaches (Australia, Germany), and
an adaptive hybrid approach (Canada). Among them, Canada s model is considered
the most relevant for Indonesia as it differentiates between passive transactions
treated as capital gains and intensive activities classified as business income. This
provides greater flexibility while maintaining alignment with principles of tax
fairness. The study recommends that the Indonesian government clarify the
classification of taxable crypto activities, distinguish treatments based on activity
intensity, and strengthen integrated digital reporting systems. In doing so, crypto
taxation may serve not only as a new source of state revenue but also as an
instrument to build a fair, transparent, and adaptive tax system in the digital
economy era.

Keywords: Crypto Taxation, Policy Comparison, Tax Reform, The Four Maxims,
Canada
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi kepada negara yang bersifat wajib dan
memaksa, serta tidak memberikan imbalan langsung kepada masyarakat
(Muzdalifah dan Qibthiyyah, 2023; Yossinomita et al., 2024). Sebagai sumber
pendapatan utama negara, pajak memainkan peran vital dalam menopang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia (Apeti dan Edoh,
2023; Solikin dan Nizar, 2023). APBN, yang merupakan perwujudan dari salah
satu fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran, digunakan untuk pengeluaran negara
yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat (Putri et al., 2024; Sinaga et al., 2025). Selain fungsi anggaran, pajak
juga memiliki fungsi regulasi stabilitas, dan retribusi pendapatan, yang berperan
dalam mengatur pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendorong
investasi melalui kebijakan perpajakan (Apeti et al., 2024; Arsad et al., 2022;
Direktorat Jenderal Pajak, 2025; Ekonomi et al., 2025).

Bersumber dari data Badan Pusat Statistik (2025) yang disajikan pada
tabel 1.1, penerimaan negara yang bersumber dari pajak menunjukan tren
peningkatan yang konsisten sejak tahun 2022 hingga 2024. Penerimaan
perpajakan pada tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 9% secara
year on year, dan meningkat secara kumulatif sebesar 14% dalam rentang waktu
2 tahun terakhir. Peningkatan ini mengindikasikan upaya pemerintah dalam

memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta



mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor — sektor strategis, termasuk
ekonomi digital dan komoditas unggulan. Tren positif ini memperkuat peran
pajak sebagai sumber pendapatan utama dalam menopang pembiayaan negara,
terutama dalam mendukung program — program prioritas nasional yang
membutuhkan alokasi anggaran besar dan berkelanjutan.

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Negara 2022 — 2024

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan Keuangan 2022 2023 2024

Penerimaan Perpajakan 2.034.533 2.118.348 2.309.860
Penerimaan Bukan Pajak 595.595 515.801 492.003
Total Penerimaan 2.630.147 2.634.149 2.801.863

Sumber : Badan Pusat Statistik, tahun 2025

Memasuki tahun 2025, Indonesia berada dalam masa transisi
pemerintahan setelah terlaksananya pemilu presiden dan wakil presiden pada
tahun 2024. Bapak Prabowo Subianto, selaku presiden terpilih telah menetapkan
sejumlah program prioritas untuk dilaksanakan selama masa kepemimpinannya.
Salah satu program unggulan tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis
(MBGQG), bertujuan untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting di kalangan
anak — anak dan ibu hamil. Demi mendukung pelaksanaan program MBG,
pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam APBN Tahun
2025.

Bersumber dari Kompas.com (2025), menteri Koordinator Bidan Pangan,
Bapak Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut tidak cukup
untuk menjalankan program MBG hingga akhir tahun 2025. Menurutnya,

anggaran Rp 71 triliun hanya cukup untuk membiayai program hingga Juni



2025, dan diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 140 triliun untuk
melanjutkan program hingga Desember 2025. Menteri Keaungan, Ibu Sri
Mulyani memberikan sinyal kuat untuk menambahkan anggaran program MBG
menjadi Rp 171 triliun, hal ini didukung dengan diterbitkannya Surat No S-
37/MK.02/2025. Surat tersebut menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025
untuk efisiensi APBN dan APBD.

Pemerintah Indonesia berencana melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp
306,69 triliun, dengan alokasi sekitar Rp 100 triliun untuk mendukung program
MBG (Presiden Republik Indonesia, 2025). Namun, efisiensi anggaran bukanlah
sebuah solusi jangka panjang untuk mengatasi defisit anggaran yang disebabkan
oleh tingginya biaya dalam melaksanakan program — program pemerintah.
Sebagai alternatif Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) dalam Survei Ekonomi Indonesia 2024, merekomendasikan
peningkatan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan (OECD, 2023).
Langkah - langkah yang disarankan meliputi perluasan basis pajak, penurunan
ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), serta peninjauan ulang
insentif pajak yang kurang efektif. Pendekatan ini dianggap lebih berkelanjutan
dibandingkan dengan efisiensi anggaran yang akan berdampak negatif apabila
tidak direncanakan dengan baik dan benar. Disisi lain, pemerintah Indonesia
sendiri telah merencanakan reformasi perpajakan sebagai strategi jangka
menengah yang mencangkup penyederhanaan struktur tarif, perluasan cakupan

objek pajak, serta digitalisasi sistem administrasi. Salah satu fokus utama dalam



kerangka reformasi ini adalah mengantisipasi pertumbuhan sektor ekonomi
digital yang selama ini masih minim kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Sebagai respon terhadap kebutuhan reformasi perpajakan dengan cara
memperluas basis pajak, aset kripto muncul sebagai sektor yang patut
dipertimbangkan (OECD, 2023). Aset kripto kini semakin mendapatkan
kepercayaan publik dan berkembang menjadi salah satu pilihan investasi
alternatif yang populer di berbagai negara. Bitcoin, sebagai aset kripto pertama
sekaligus yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar secara global, telah
memainkan peran penting dalam membentuk ekosistem keuangan digital.
Bahkan, dalam beberapa kasus, Bitcoin telah diadopsi oleh sejumlah negara
sebagai bagian dari cadangan devisa nasional yang menunjukan tingkat
penerimaan dan kepercayaan yang semakin tinggi terhadap keberlanjutan aset
kripto (Shiva Sankari dan Kavitha, 2025).

Jumlah investor aset kripto di Indonesia telah mengalami peningkatan
yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data (Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) (2024), jumlah investor aset kripto
di Indonesia telah mencapai lebih dari 22 juta hingga November tahun 2024.
Sejak awal 2025, kewenangan pengawasan aset kripto dialihkan ke OJK yang
menggunakan klasifikasi berbeda, yakni ‘konsumen aset keuangan digital’. Oleh
karena itu, data tahun 2025 tidak sepenuhnya sebanding dengan periode
sebelumnya, namun tetap menunjukkan kesinambungan tren peningkatan.
Perkembangan jumlah investor dari tahun 2020 hingga 2025 dapat dilihat secara

lebih rinci pada Tabel 1.2.



Tabel 1. 2
Pertumbuhan Investor Aset Kripto di Indonesia
Jumlah
Tahun Regulator (Juta) Keterangan
) Menggunakan definisi
2020 Bappebti 4 pelanggan/akun terdaftar
) Menggunakan definisi
2021 Bappebti 11,2 pelanggan/akun terdaftar
) Menggunakan definisi
2022 Bappebti 16,7 pelanggan/akun terdaftar
) Menggunakan definisi
2023 Bappebti 18,25 pelanggan/akun terdaftar
) Menggunakan definisi
2024 Bappebti 2291 pelanggan/akun terdaftar
Bappebti - OJK (per 10 Jan Menggunakan definisi
2025 2025) 15,85 konsumen

Sumber : Antara News, Tahun 2020, 2021, 2025; Bappebti, Tahun 2022, 2023, 2024

Penelitian oleh Chainalysis (2024) dan Asosiasi Blockchain Indonesia et
al., (2024) menunjukan bahwa indonesia menempati peringkat ketiga global
dalam adopsi kripto, melampaui negara — negara maju lainnya. Hal ini diperkuat
dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, populasi muda yang melek
teknologi, serta kemudahan akses terhadap platform perdagangan aset digital.
Hal tersebut menunjukan potensi besar bagi negara Indonesia untuk menjadikan
sektor kripto sebagai bagian dari strategi reformasi dengan perluasan basis pajak
(Sukmariningsih et al., 2022).

Menghadapi tantangan tersebut fiskal tersebut, Indonesia perlu
merumuskan kebijakan pajak atas aset kripto yang tidak hanya responsif, tetapi
juga teruji. Oleh karena itu, studi komparatif terhadap kebijakan perpajakan
kripto di berbagai negara anggota OECD menjadi penting. Negara — negara

seperti Jepang dan Jerman dipilih karena memiliki kemiripan karakteristik



tertentu dengan Indonesia, seperti struktur ekonom berkembang, sistem
perpajakan campuran, dan keterlibatan dalam ekonomi digital.

Penelitian ini dilakukan bukan untuk mengubah kebijakan secara
langsung, melainkan untuk memberikan masukan akademis berupa analisis
kebijakan berbasis studi literatur. Dengan menganalisis regulasi yang telah
diterapkan di negara lain, peneliti dapat mengidentifikasi elemen — elemen
kebijakan yang potensial untuk diadopsi, disesuaikan, atau dihindari oleh
Indonesia dalam merancang sistem perpajakan kripto ke depan. Peraturan
perpajakan aset kripto di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka
pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Namun, efektivitas kebijakan
ini masith menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya
kepatuhan, dan belum adanya kerangka klasifikasi pajak yang adaptif terhadap
jenis dan tujuan transaksi kripto (Fourqoniah et al., 2024). Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kebijakan perpajakan
atas aset kripto di berbagai negara dan mengevaluasi potensi penerapannya di
Indonesia sebagai bagian dari strategi reformasi perpajakan nasional.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana perbandingan kebijakan perpajakan atas aset kripto di berbagai
negara anggota OECD ?
2. Apa implikasi hasil perbandingan tersebut terhadap rekomendasi

perumusan kebijakan perpajakan aset kripto di Indonesia?



C. Batasan Masalah
Sebagai cara untuk menghindari kesalahpahaman pembaca, diperlukan
batasan untuk memperjelas ruang lingkup dari masalah yang diteliti. Selain itu,
dapat mempermudah dalam pembahasan penelitian secara fokus agar tidak
menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Batasan masalah
penelitian ini yaitu menitikberatkan solusi peningkatan penerimaan pajak
dalam pajak atas aset kripto dari sisi Pajak Penghasilan (PPh) dengan
membandingkan peraturan perpajakan di negara seperti Amerika Serikat,
Jerman, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan Australia.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Mengetahui perlakuan perpajakan aset kripto di beberapa negara
anggota OECD yang memiliki keiripan karakteristik dengan Indonesia
b. Mengevaluasi apakah kebijakan perpajakan atas aset kripto di negara
lain dapat dijadikan referensi dalam perumusan kebijakan perpajakan
di Indonesia
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk membantu
menemukan solusi yang tempat dan mengimplementasikan

penyempurnaan terkait peraturan aset kripto di Indonesia



b. Manfaat Praktis

1)

2)

3)

Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharap dapat dijadikan sebagai masukan
dalam menyempurnakan kebijakan pajak kripto, guna
meningkatkan penerimaan negara.
Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi penambah
informasi dan pengetahuan bagi instansi untuk memahami
tentang pajak aset kripto
Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi literatur
dan pengetahuan bagi mahasiswa tentang pajak aset kripto bagi

penerimaan negara.



55

BABYV
PENUTUP
A. Simpulan

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan signifikan dalam
pendekatan perpajakan aset kripto di enam negara yang dianalisis. Jepang,
Korea Selatan, dan Amerika Serikat menitikberatkan pada kepatuhan
administratif serta sistem pelaporan yang ketat, sementara Australia dan
Jerman lebih memberikan insentif kepada investor jangka panjang. Kanada
tampil paling relevan sebagai acuan bagi Indonesia karena menggabungkan
keduanya melalui klasifikasi yang membedakan antara capital gains dan
business income berdasarkan intensitas dan frekuensi aktivitas. Hasil
wawancara dengan praktisi menegaskan bahwa pendekatan Kanada dinilai
lebih adil karena memberikan ruang diferensiasi antara investor pasif dan
pelaku usaha aktif, serta konsisten dengan prinsip equity dan ability to pay yang
menjadi dasar teori The Four Maxim.

Pelaporan menjadi aspek krusial dalam kebijakan pajak kripto. Para
praktisi menyoroti pentingnya sistem seperti Coretax untuk mengintegrasikan
data dari exchange, demi meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan
pajak. Saat ini, sistem final tax di Indonesia dianggap terlalu menyederhanakan
keragaman aktivitas wajib pajak, karena tidak memperhitungkan faktor seperti
realisasi keuntungan, kerugian, maupun frekuensi transaksi, yang justru dapat
menghambat kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, reformasi diperlukan secara

bertahap, diawali dengan penguatan infrastruktur pelaporan digital, edukasi
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pajak, dan penyusunan panduan klasifikasi aktivitas yang jelas. Praktisi juga
menekankan bahwa pendekatan fleksibel namun terstruktur seperti di Kanada
hanya dapat diadopsi jika ditopang kesiapan sistem digital dan kebijakan
bertahap yang terencana.
Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi kebijakan
penting yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia dalam
menyusun sistem perpajakan atas aset kripto:
1. Perlunya klasifikasi aktivitas yang lebih rinci.

Pemerintah Indonesia perlu mengadopsi sistem klasifikasi yang
membedakan antara transaksi pasif (investasi jangka panjang) dan aktivitas
aktif (trading harian, mining, staking). Model seperti di Kanada dapat
menjadi acuan karena memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan
intensitas aktivitas, sehingga lebih adil dan sesuai dengan prinsip ability to
pay.

2. Penerapan sistem pelaporan berbasis digital yang terintegrasi.

Sistem seperti Coretax, sebagaimana disarankan oleh para
narasumber, dapat menjadi pondasi penting dalam memastikan transparansi
pelaporan kripto. Integrasi dengan data pihak ketiga, seperti exchange dan
dompet digital, merupakan prasyarat utama untuk menciptakan sistem

perpajakan yang responsif terhadap aset digital.
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3. Reformasi dilakukan secara bertahap dan partisipatif.

Mengingat rendahnya literasi perpajakan dan tingginya potensi
resistensi terhadap kebijakan baru, perubahan sistem pajak kripto perlu
dilakukan bertahap dan disertai dengan sosialisasi yang luas, serta
penyediaan panduan teknis untuk pelaku usaha dan investor.

4. Penguatan kapasitas otoritas pajak.

Otoritas pajak perlu mengembangkan unit khusus yang memahami
dinamika aset kripto, baik dari sisi teknologi, jenis aktivitas, hingga risiko
kepatuhan. Hal ini penting untuk menghindari kesenjangan antara regulasi
dan realitas pasar digital.

C. Saran
1. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan pendekatan klasifikasi
ganda sebagaimana diterapkan di Kanada untuk membedakan perlakuan
pajak atas transaksi kripto berdasarkan intensitas dan tujuan aktivitas. Perlu
disusun panduan teknis yang jelas untuk memudahkan pelaku industri dan
wajib pajak dalam memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Dalam jangka menengah, pelaporan aset kripto dapat diintegrasikan dengan
sistem SIAP untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan. Selain itu,
sejalan dengan PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang mulai membedakan
perlakuan pajak atas aktivitas seperti mining, staking, dan transaksi jual-

beli, pemerintah dapat menjadikannya sebagai momentum untuk menyusun
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kerangka regulasi yang lebih komprehensif serta melakukan evaluasi
berkala agar selaras dengan dinamika industri aset digital.
. Bagi Industri dan Bursa Aset Digital

Pelaku industri perlu mengembangkan sistem dokumentasi dan
pelaporan transaksi yang selaras dengan prinsip transparansi dan
akuntabilitas. Exchange lokal didorong untuk memperkuat implementasi
Know Your Customer (KYC) dan pelaporan otomatis kepada Direktorat
Jenderal Pajak guna mendukung basis data perpajakan nasional. Dengan
adanya PMK 50/2025, bursa aset digital juga dituntut untuk menyesuaikan
mekanisme pencatatan transaksi agar sesuai dengan klasifikasi aktivitas
yang baru.
. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan
pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan perpajakan
terhadap perilaku investor kripto. Studi mendalam mengenai efektivitas
insentif pajak terhadap holding period juga dapat menjadi fokus riset di
masa depan, guna merumuskan kebijakan yang lebih presisi dan adaptif.
Mengingat keluarnya PMK 50/2025 setelah penelitian ini diselesaikan,
penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi implementasi
peraturan tersebut serta dampaknya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

dan penerimaan negara.
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